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Abstract
This article aims to highlight the performance of the Smart Kampung application and website in
Ketapang Village, Banyuwangi Regency, as well as to understand the extent to which digital
technology can improve the efficiency of public services and empower village communities. This
evaluation of the Smart Kampung web application uses a qualitative content analysis approach,
which involves collecting and analyzing textual and visual data from the Smart Kampung
platform. Data sources include descriptive text, usage guides, user reviews, and visual content
such as images and video tutorials. The findings in this article are that the Smart Village
program has succeeded in integrating various public services into one digital platform that
residents can access easily. This platform facilitates access to population administration,
health, and education services and empowers the local economy through online marketing
training and developing MSMEs. Analysis of user feedback shows that although the community
generally receives the platform well, several areas still require improvement to increase user
satisfaction. Hopefully, this article will provide theoretical insight into the use of technology at
the village level and practical recommendations for optimizing the previous Smart Village
platform. Apart from that, these findings can also guide other villages that want to adopt similar
programs so that the benefits of digital technology can be felt more widely throughout rural
areas in Indonesia.
Keywords: Application, Digital Village, Evaluation, Smart Kampung

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menyoroti kinerja aplikasi dan situs web Smart Kampung di Desa
Ketapang, Kabupaten Banyuwangi, sekaligus memahami sejauh mana teknologi digital dapat
meningkatkan efisiensi layanan publik dan memberdayakan masyarakat desa. Evaluasi aplikasi
web Smart Kampung ini menggunakan pendekatan analisis konten kualitatif, yang melibatkan
pengumpulan dan analisis data tekstual dan visual dari aplikasi Smart Kampung. Sumber data
meliputi teks deskriptif, panduan penggunaan, ulasan pengguna, dan konten visual seperti
gambar dan video tutorial. Temuan dalam artikel ini adalah bahwa program Smart Kampung
telah berhasil mengintegrasikan berbagai layanan publik ke dalam satu platform digital yang
dapat diakses warga dengan mudah. Aplikasi ini memudahkan akses ke layanan administrasi
kependudukan, kesehatan, dan pendidikan serta memberdayakan ekonomi lokal melalui
pelatihan pemasaran daring dan pengembangan UMKM. Analisis umpan balik pengguna
menunjukkan bahwa meskipun masyarakat secara umum menerima aplikasi ini dengan baik,
beberapa area masih memerlukan perbaikan untuk meningkatkan kepuasan pengguna. Semoga
artikel ini dapat memberikan wawasan teoritis tentang penggunaan teknologi di tingkat desa dan
rekomendasi praktis untuk mengoptimalkan aplikasi Smart Kampung sebelumnya. Selain itu,
temuan ini juga dapat menjadi panduan bagi desa-desa lain yang ingin mengadopsi program
serupa agar manfaat teknologi digital dapat dirasakan lebih luas di seluruh wilayah pedesaan di
Indonesia.

Kata Kunci: Aplikasi, Desa Digital, Evaluasi, Smart Kampung
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1. PENDAHULUAN

Desa dalam Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas wilayah
tertentu yang berwenang mengatur dan
mengurus pemerintahan serta kepentingan
masyarakat setempat. Pengelolaan tersebut
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal
usul, dan hak tradisional yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(Undang- Undang Republik Indonesia

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014).

Hal ini menunjukkan bahwa desa
mempunyai kebebasan dan kewenangan
untuk mengatur dan mengurus segala
urusan dalam lingkup desa. (Biondi &
Bracci, 2018; Manggabarani et al., 2023; 1.
M. A. W. W. Putra & Sajida, 2023). Oleh
karena itu, pemberdayaan masyarakat
dalam menggali potensi lokal baik sumber
daya manusia maupun sumber daya alam
bertujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat desa (Fennell et

al,, 2018; Sugiharti et al, 2021).
Kewenangan desa meliputi
penyelenggaraan pemerintahan  desa,

pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan
masyarakat desa berdasarkan prakarsa
masyarakat, adat istiadat, dan hak asal usul
masyarakat desa. Penyelenggaraan
pemerintahan desa berlandaskan pada asas
partisipasi, keberagaman, otonomi asli,
demokratisasi, dan pemberdayaan
masyarakat (Putri Hartono & Widiyarta,

2023).
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Mengacu pada Undang-Undang No.
6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 83,
pembangunan kawasan perdesaan dilakukan
untuk mempercepat dan meningkatkan
kualitas pelayanan, salah satunya dengan
mengembangkan teknologi tepat guna agar
masyarakat  lebih mudah  mengakses
pelayanan publik di desa (Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014). Desa digital
merupakan konsep pemanfaatan teknologi
informasi dan komunikasi oleh desa untuk
mengelola pelayanan publik dan
perekonomian masyarakat secara terpadu.
Konsep ini sejalan dengan Peraturan
Menteri Desa (Permendesa) Nomor 21
Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan dan Pemberdayaan Desa
(Peraturan et al. Indonesia, 2020). Program
desa  digital merupakan salah  satu
pendorong peningkatan pelayanan publik
dan ekonomi guna memperluas potensi
desa, memperkuat pemasaran,  dan
pelayanan  publik

(Agustine, 2020; Arie et al., 2022; Febrian,

mempercepat  akses

2016). Potensi dan tantangan yang dihadapi
desa digital, terutama terkait dengan
kesenjangan ~ pembangunan  teknologi
informasi dan komunikasi antara kota dan
desa di Indonesia, menjadi pendorong
utama dijalankannya program ini untuk
memperkecil kesenjangan arus informasi di
desa (Alvaro & Octavia, 2019). Konsep
desa digital diharapkan dapat mengurangi
kesenjangan teknologi  informasi dan
komunikasi (Sajida et al., 2023).

Saat ini

pelayanan  kepada

masyarakat di desa masih dilakukan di
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lingkup kantor desa, dengan waktu

pelayanan yang terbatas dan belum
memberikan standar pelayanan publik yang
transparan. Masyarakat belum sepenuhnya
mendapatkan akses informasi yang jelas
mengenai persyaratan dokumen, tata cara
pengurusan, biaya, dan waktu yang
dibutuhkan dalam pelayanan. Informasi ini
penting agar masyarakat dapat
mempersiapkan dokumen dan biaya yang
diperlukan sehingga berbagai permasalahan
dalam pemberian pelayanan publik dapat
dihindari (Jatmikowati, 2021; Mishbah et
al.,2018; . M. A. Wi. W. Putra et al., 2024;
Yamin et al., 2021). Kualitas pelayanan
publik keluhan

masyarakat, yang mungkin disebabkan oleh

sering  kali menjadi
lemahnya tata kelola sistem pemerintahan
di tingkat internal. Permasalahan yang
sering terjadi adalah petugas sering lalai
dalam memberikan pelayanan pada jam
kerja, seperti terlambat masuk kantor atau
tidak masuk kantor desa. Budaya kerja yang
sering diwarnai dengan keterlambatan
karena kesibukan pekerjaan lain, seperti
berkebun atau bercocok tanam, banyak
dijumpai pada aparatur pemerintah desa,
yang pada akhirnya menurunkan kualitas
pelayanan  kepada  masyarakat  dan
mempersulit proses pemberian pelayanan
(Aziz & Putri, 2021).

Upaya peningkatan kualitas
pelayanan publik yang diberikan oleh
perangkat desa atau pemerintah desa kepada
masyarakat  dapat  dilakukan  dengan
menggunakan teknologi berbasis Smart

Kampung (Rahmawati et al., 2018). Konsep
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ini dapat menjadi solusi perubahan
paradigma pelayanan publik di desa melalui
sistem pelayanan berbasis digital sehingga
memungkinkan keterbukaan akses

informasi  bagi masyarakat  dalam

memberikan  pelayanan  (Shafira &
2021).

merupakan program inovasi pelayanan

Kurniasiwi, Smart  Kampung
publik berbasis digital. Konsep Smart
Kampung mencakup tujuh dimensi yaitu
pelayanan  publik  berbasis  teknologi
informasi, pelayanan kesehatan, pelayanan
ekonomi,

pendidikan,  pemberdayaan

penanggulangan  kemiskinan, informasi
publik, dan tata kelola keuangan desa. Salah
satu platform layanan dari program ini
adalah aplikasi Smart Kampung (Sudoyo,
2023).

Aplikasi  ini  dirancang untuk
menyederhanakan proses birokrasi dengan
memanfaatkan teknologi informasi
sehingga masyarakat dapat mengakses
layanan publik kapan saja dan di mana saja.
Diluncurkan pada tahun 2019, aplikasi
Smart Kampung telah beroperasi selama
sekitar tiga tahun dan saat ini berada pada
versi 4.1.1, dengan pembaruan terakhir
pada Februari 2022. Aplikasi ini ditujukan
untuk pemerintah desa sebagai pemberi
layanan dan warga desa sebagai penerima
layanan. Seluruh desa di Kabupaten
Banywangi telah menggunakan aplikasi ini
untuk memberikan layanan kepada warga,
sehingga mereka tidak perlu lagi datang ke
kantor desa untuk layanan publik seperti
administrasi kependudukan. Namun, seperti

inovasi berbasis teknologi lainnya, aplikasi
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ini menghadapi berbagai masalah. Kualitas
aplikasi  Smart Kampung juga belum
sepenuhnya memuaskan, sebagaimana
tercermin dari rating 3.7 pada platform Play
Store. Salah satu keluhan utama dari
masyarakat adalah terkait pengalaman
pengguna, seperti masalah dalam verifikasi
akun baru dan informasi yang tidak lengkap

(Rivo Dimas Prakasa, 2023).
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Figure 1. Tampilan Aplikasi Smarti
Kampung Pada Google Play

Evaluasi ini penting untuk menilai
efektivitas dan dampak program Smart
Kampung dalam berbagai aspek, seperti
peningkatan kualitas pelayanan publik,
peningkatan partisipasi masyarakat, dan
pemberdayaan ekonomi lokal. Program
Smart  Kampung di  Desa Ketapang,
Kabupaten Banyuwangi menjadi inisiatif
yang menarik untuk dikaji karena desa ini
telah menerapkan teknologi digital untuk
mempercepat  akses  informasi  dan
pelayanan bagi warganya. Evaluasi ini
menunjukkan keberhasilan Desa Ketapang
dalam  melaksanakan program  Smart
Kampung. Keberhasilan tersebut dapat
berupa peningkatan efisiensi pelayanan
publik, yang memungkinkan warga desa
mendapatkan pelayanan lebih cepat dan
mudah. Selain itu, evaluasi ini juga

bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan

41 Jurnal Public Cormner Fisip Universitas Wiraraja

Vol 19, nomor 2, Desember 2024
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
yang dihadapi selama pelaksanaan program,

seperti kendala teknis, kurangnya sumber
daya, atau masalah adaptasi masyarakat
terhadap teknologi baru. Dengan demikian,
hasil evaluasi ini dapat menjadi panduan
bagi desa lain dalam melaksanakan program
serupa dengan lebih baik dan efektif
(Lintang Pamungkas, 2020).

2. TINJAUAN TEORITIS

Mengutip Dari William N. Dunn
(2000), istilah evaluasi mengacu pada
penerapan berbagai skala nilai untuk
menilai hasil kebijakan dan program (Dunn,
2000). Istilah ini dapat disamakan dengan
appraisal, rating, dan assessment. Evaluasi
berkaitan dengan penyediaan informasi
tentang nilai atau manfaat hasil kebijakan.
Evaluasi menawarkan informasi yang valid
dan reliabel tentang kinerja kebijakan, yaitu
sejauh mana kebutuhan, nilai, dan peluang
telah tercapai melalui tindakan publik.
Evaluasi juga berkontribusi pada penerapan
metode analisis kebijakan lainnya, termasuk
formulasi masalah dan rekomendasi.
Meskipun berkaitan dengan keseluruhan
proses kebijakan, evaluasi kebijakan lebih
berfokus pada kinerja kebijakan, terutama
pada  implementasi kebijakan  publik
(Nadila, 2023). William Dunn menyatakan
bahwa beberapa kriteria untuk rekomendasi
kebijakan serupa dengan persyaratan untuk
evaluasi kebijakan.

Pertama, efektivitas yaitu hal yang
membahas mengenai efek  berjalannya

sebuah kebijakan, apakah telah mencapai

hasil atau efek yang diinginkan atau
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memenuhi  tujuan  yang  diinginkan.

Efektivitas terkait dengan rasionalitas
teknis dan selalu diukur berdasarkan unit
atau nilai produk atau layanan. Kedua,
efisiensi yaitu usaha yang diperlukan untuk
efektivitas  tertentu.

mencapai  tingkat

Efisiensi, sinonim dengan rasionalitas
ekonomi, mengacu pada hubungan antara
kemanjuran dan usaha dan biasanya diukur
dalam biaya moneter. Ketiga, kecukupan
yaitu menyangkut bagaimana efektivitas
memenuhi kebutuhan, nilai, atau peluang
yang ada dan memecahkan masalah.
Kriteria kecukupan menekankan sejauh
mana alternatif kebijakan terkait dengan
hasil yang diinginkan.

Keempat, pemerataan terkait erat
dengan rasionalitas hukum dan sosial serta
mengacu pada distribusi hasil dan upaya
antara berbagai kelompok sosial. Kriteria
kesetaraan  menyangkut konsep-konsep
yang saling bersaing, seperti keadilan atau
kewajaran, dan konflik atas dasar yang
tepat untuk mendistribusikan sumber daya
masyarakat. Kelima, responsivitas
merupakan sejauh mana suatu kebijakan
memenuhi kebutuhan, preferensi, atau nilai-
nilai kelompok tertentu dalam masyarakat.
Kriteria responsivitas sangat penting karena
analisis yang memadai dapat memenuhi
semua kriteria lainnya. Keenam, ketepatan
merupakan hal yang terkait dengan
rasionalitas substantif karena pertanyaan
tentang kesesuaian kebijakan tidak hanya
tentang satu kriteria individual tetapi
melibatkan dua atau lebih kriteria secara

bersamaan. Kesesuaian mengacu pada nilai
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atau manfaat tujuan program dan kekuatan

asumsi yang mendasarinya.

3. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode
kualitatif dengan fokus pada analisis konten
sebagai pendekatan utamanya. Analisis
konten merupakan metode yang sistematis
dan terstruktur untuk mengeksplorasi,
mengkaji, dan menginterpretasikan data
tekstual dan visual yang terdapat pada situs
web dan aplikasi Smart Kampung di Desa
Ketapang, Kabupaten Banyuwangi (Razak,
2019). Melalui pendekatan ini, penulis

dapat melakukan analisis mendalam
terhadap berbagai elemen platform atau
aplikasi. Metodologi analisis konten dalam
artikel ini mencakup beberapa tahapan
penting. Pertama, mengumpulkan data yang
relevan dari situs web dan aplikasi Smart
Kampung. Data ini dapat berupa teks
deskriptif, panduan pengguna, ulasan
pengguna, dan berbagai bentuk konten
visual seperti gambar, diagram, dan tutorial
video. Kedua, data yang terkumpul akan
dikategorikan dan dianalisis berdasarkan
tema tertentu, seperti atribut platform,
fungsi utama yang disediakan dan
pengguna (Erwin & Perdanakusuma, 2019).
Selain  itu, artikel ini juga akan
mengevaluasi tingkat kepuasan pengguna
terhadap aplikasi digital Smart Kampung.
Untuk itu, kami akan menganalisis
masukan dan keluhan yang disampaikan
warga Kabupaten Banyuwangi melalui
platform tersebut. Hal ini bertujuan untuk

mengetahui sejauh mana aplikasi tersebut
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memenuhi  kebutuhan  dan  harapan
pengguna serta mengidentifikasi hal-hal
yang masih perlu ditingkatkan.

analisis

Dengan  menggunakan

konten, penulis  dapat  memperoleh
pemahaman yang komprehensif tentang
berbagai aspek penting Smart Kampung.
Hal ini meliputi bagaimana aplikasi tersebut
di implementasikan, fitur apa saja yang
tersedia, bagaimana panduan pengguna
disusun untuk memudahkan warga, dan
bagaimana tanggapan masyarakat terhadap
keberadaan dan penggunaan platform ini.
Metodologi ini memungkinkan penulis
untuk menggali lebih dalam tentang
efektivitas dan efisiensi platform tersebut
dalam  melayani  masyarakat,  serta
kontribusinya terhadap peningkatan kualitas

layanan publik di desa (Sajida et al., 2023).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Perkembangan teknologi informasi
dan komunikasi telah membawa perubahan
yang signifikan dalam berbagai aspek
kehidupan, termasuk di pedesaan. Salah
satu inisiatif yang menarik adalah program
Smart Kampung yang dilaksanakan di Desa
Ketapang, Kabupaten Banyuwangi.
Program ini bertujuan untuk memanfaatkan
teknologi  digital guna

publik,

meningkatkan

efisiensi  layanan mendorong
partisipasi masyarakat, dan memberdayakan
ekonomi lokal. Dalam konteks ini, evaluasi
aplikasi dan situs Smart Kampung sangat
penting untuk memahami sejauh mana
teknologi  dapat  berkontribusi terhadap

pembangunan desa. Menurut (Dunn, 2000),
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istilah evaluasi mencakup beberapa makna
yang saling terkait, yang masing-masing
mengacu pada penerapan berbagai skala
nilai untuk menilai hasil kebijakan dan
program. Evaluasi secara umum dapat
disamakan dengan appraisal, rating, dan

assessment.
Evaluasi berkaitan dengan
penyediaan informasi tentang nilai atau
manfaat dari hasil kebijakan. Oleh karena
itu, pembahasan ini akan memberikan
wawasan mendalam tentang efektivitas
program Smart Kampung dan potensi
peningkatan untuk mengoptimalkan

manfaat  teknologi  bagi  masyarakat
pedesaan. Evaluasi ini tidak hanya akan
membantu menilai keberhasilan program
tetapi juga memberikan rekomendasi yang
bermanfaat untuk pengembangan lebih
lanjut sehingga desa-desa lain yang ingin
mengadopsi  pendekatan  serupa  dapat
belajar dari pengalaman Desa Ketapang.
Efektifitas Pelayanan Publik

Program  Smart Kampung yang
dilaksanakan di Desa Ketapang, Kabupaten
Banyuwangi, bertujuan untuk

memanfaatkan teknologi  digital guna
meningkatkan efisiensi pelayanan publik,
mendorong partisipasi masyarakat, dan
memberdayakan ekonomi lokal. Evaluasi
terhadap  program  ini  menunjukkan
beberapa keberhasilan, seperti peningkatan
efisiensi pelayanan publik yang
memungkinkan warga desa memperoleh
pelayanan dengan lebih cepat dan mudah
serta peningkatan akses informasi terkait

pemberdayaan ekonomi yang berdampak
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positif terhadap kesejahteraan masyarakat
desa.

Namun, beberapa tantangan perlu
diatasi, seperti pelaksanaan program yang
belum merata di seluruh wilayah dan
kendala teknis yang menghambat akses dan
penggunaan aplikasi secara memadai.
Beberapa desa masih menggunakan metode
konvensional dalam pelayanan publik yang
cenderung lambat dan kurang efisien
sechingga menimbulkan kesenjangan akses
dan manfaat yang diperoleh masyarakat.
Kendala lainnya adalah informasi yang
tidak selalu diperbarui, menu layanan yang
seharusnya lebih user friendly, dan integrasi
data kependudukan yang belum sempurna.
Secara keseluruhan, program ini
menunjukkan potensi yang besar dalam
meningkatkan efektivitas pelayanan publik
di wilayah pedesaan melalui teknologi
digital. Namun, untuk mencapai hasil yang
lebih optimal dan merata, diperlukan upaya
untuk  meningkatkan dan memperluas
jangkauan program serta memperbaiki
infrastruktur teknologi informasi di desa-
desa yang belum terlayani.

Efisiensi Pelayanan Publik

Kinerja aplikasi Smart Kampung di
Desa Ketapang, Kabupaten Banyuwuangi
meskipun telah memiliki beberapa fitur
inovatif, namun masih memiliki beberapa
kelemahan yang perlu diperbaiki. Salah satu
kelemahan utamanya adalah keterbatasan
infrastruktur teknologi di beberapa desa
yang dapat menghambat pemanfaatan
aplikasi secara optimal. Selain itu, aplikasi

ini masih memerlukan beberapa fitur yang
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lebih praktis untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik. Misalnya, beberapa fitur
yang berbasis teknologi informasi belum
terintegrasi secara penuh dengan sistem
manajemen desa sehingga dapat

mengganggu  proses  penyelenggaraan
pelayanan. Sumber daya manusia dan biaya
juga dapat membantu dalam pengembangan
dan pemanfaatan aplikasi ini. Oleh karena
itu, diperlukan perbaikan dan
penyempurnaan  fitur  aplikasi  serta
infrastruktur teknologinya untuk
meningkatkan efisiensi kinerja dan kualitas
pelayanan publik di Desa Ketapang.
Kecukupan Pelayanan Publik
Berdasarkan program-program yang
telah dilaksanakan, capaian dan kecukupan
hasil untuk menyelesaikan permasalahan
yang ada cukup signifikan, meskipun masih
terdapat beberapa tantangan. Program
Smart Kampung di Desa Ketapang,
Kabupaten Banywangi dirancang untuk
meningkatkan  efisiensi dan  kualitas
pelayanan publik di tingkat desa melalui
teknologi___informasi dan  komunikasi.
Evaluasi menunjukkan bahwa program ini
telah  berhasil  meningkatkan  akses
masyarakat terhadap layanan pemerintah,
mengurangi  kebutuhan untuk datang
langsung ke kantor desa, serta mempercepat
proses administrasi kependudukan dan
layanan lainnya. Namun, dalam penerapan
teknologi ini masih terdapat kendala,
terutama terkait dengan rendahnya literasi
digital  masyarakat desa. Hal ini

mengakibatkan  beberapa  permasalahan

aplikasi, seperti kesulitan verifikasi akun
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dan informasi yang tidak lengkap yang
sering dikeluhkan oleh pengguna.

Meskipun aplikasi Smart Kampung
telah memberikan dampak positif terhadap
efisiensi pelayanan publik, namun literasi
digital dan adaptasi teknologi di kalangan
masyarakat desa masih perlu ditingkatkan
agar manfaat program ini dapat dirasakan
lebih luas. Secara keseluruhan, program
Smart Kampung telah menunjukkan hasil
yang memuaskan dalam beberapa aspek,
seperti peningkatan aksesibilitas pelayanan
publik dan efisiensi administrasi. Namun
demikian, diperlukan upaya lebih lanjut
untuk  meningkatkan  literasi  digital
masyarakat, membuat fitur aplikasi lebih
user friendly, dan memenuhi kebutuhan
pengguna di lapangan agar mencapai hasil
yang lebih optimal. Evaluasi ini penting
untuk terus meningkatkan program agar
dapat memberikan manfaat yang maksimal
bagi masyarakat desa dan mengatasi
berbagai tantangan yang muncul selama
pelaksanaan program.

Pemerataan Pelayanan Publik

Program  Smart  Kampung  di
Kabupaten Banyuwangi belum merata di
semua desa dan lapisan masyarakat. Hingga
saat ini, pelaksanaan program tersebut baru
mencakup sepuluh desa di lima (5)
kecamatan. Ketimpangan ini menyebabkan
terjadinya kesenjangan akses dan manfaat
yang diperoleh masyarakat. Desa-desa yang
belum terjangkau oleh program Smart
Kampung masih menggunakan cara-cara

konvensional dalam pelayanan publik yang

cenderung lambat dan kurang efisien. Hal
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ini menimbulkan ketidakadilan dalam
pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
Untuk mengatasi hal tersebut,
diperlukan upaya lebih lanjut dari
pemerintah  daerah untuk memperluas
jangkauan program Smart Kampung, antara
lain alokasi sumber daya yang memadai,
pelatihan bagi staf desa, dan peningkatan
infrastruktur teknologi informasi di desa-
desa yang belum terlayani.

langkah-langkah

Dengan
tersebut,  diharapkan
seluruh desa di Kabupaten Banyuwangi
dapat merasakan manfaat yang sama dari
inovasi ini, sechingga tercipta pemerataan
dan inklusivitas pelayanan publik serta
pemberdayaan ekonomi.
Responsifitas Pelayanan Publik
Responsivitas ~ program  dalam
aplikasi ini cukup signifikan dalam upaya
peningkatan kualitas pelayanan publik di
desa melalui inovasi digital. Aplikasi Smart
Kampung di Kabupaten Banyuwangi
merupakan salah satu contoh konkrit
dalam

inisiatif pemerintah

mengintegrasikan  teknologi  informasi
dalam pelayanan desa yang bertujuan untuk
mempermudah akses masyarakat terhadap
pelayanan  pemerintah.  Responsivitas
aplikasi ini tercermin dari kemampuannya
dalam mengurangi kesenjangan pelayanan
publik, memberikan kemudahan akses,
serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas
pelayanan. Namun demikian, terdapat
tantangan dalam implementasinya seperti
rendahnya penguasaan teknologi dan
literasi  digital masyarakat desa yang
berpotensi

menghambat  optimalisasi
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pemanfaatan aplikasi. Evaluasi terhadap
aplikasi menunjukkan adanya keluhan dari
pengguna terkait pengalaman penggunaan
dan verifikasi akun baru yang menunjukkan
masih perlu adanya perbaikan lebih lanjut.
Secara  keseluruhan, aplikasi ~ Smart
Kampung menunjukkan responsivitas yang
baik dalam meningkatkan pelayanan publik,
meskipun masih  perlu perbaikan  di
beberapa aspek agar kepuasan pengguna
semakin tinggi.
Ketepatan Pelayanan Publik

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja
aplikasi Smart Kampung di Desa Ketapang
Kabupaten Banyuwangi dapat disimpulkan
bahwa aplikasi ini telah menunjukkan
beberapa manfaat yang cukup signifikan,
namun  masih  menghadapi  berbagai
tantangan. Aplikasi ini dirancang untuk
meningkatkan  efisiensi dan  kualitas
pelayanan publik di tingkat desa dengan
memanfaatkan teknologi informasi.
Masyarakat dapat mengakses berbagai
layanan seperti administrasi kependudukan
dan informasi pemerintahan kapan saja dan
di mana saja, sehingga dapat memangkas
birokrasi dan meningkatkan kemudahan
akses layanan. Aplikasi Smart Kampung
telah berhasil meningkatkan berbagai aspek
pelayanan publik dan memberdayakan
perekonomian masyarakat melalui pelatihan
dan pengembangan UMKM.

Desa-desa di Kabupaten
Banyuwangi yang telah mengadopsi
aplikasi ini telah mengalami peningkatan
efisiensi

pelayanan  dan  partisipasi

masyarakat dalam proses pemerintahan.
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Oleh karena itu, meskipun aplikasi ini
sudah berfungsi dan telah membawa
berbagai  perbaikan, namun  masih
diperlukan upaya lebih lanjut untuk
mengatasi kendala teknis dan meningkatkan
literasi digital masyarakat agar tujuan dari
aplikasi ini dapat tercapai secara maksimal.
Faktor Pendukung
Aplikasi Smart Kampung terbukti
sangat efektif dalam meningkatkan efisiensi
publik di desa.

pelayanan Dengan

mengintegrasikan berbagai layanan
administrasi ke dalam satu platform digital,
aplikasi ini memungkinkan masyarakat
untuk mengakses layanan publik dengan
lebih cepat dan mudah dibandingkan
dengan  cara  konvensional.  Proses
administrasi yang sebelumnya memakan
waktu lama dan memerlukan kehadiran
fisik, kini dapat diselesaikan dalam
hitungan menit melalui aplikasi, sehingga
mengurangi antrian dan waktu tunggu yang
sering menjadi keluhan utama masyarakat.
Misalnya, pengurusan surat menyurat,
perizinan, atau layanan lainnya kini dapat
dilakukan  secara  online, sehingga
masyarakat tidak perlu lagi datang ke
kantor desa, sehingga menghemat waktu

dan tenaga.

Gambar 2. Layanan Administrasi

dalam Aplikasi Smart Kampung
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Aplikasi Smart Kampung
menyediakan berbagai layanan administrasi
yang memudahkan masyarakat dalam
mengurus  berbagai  keperluan  surat
menyurat secara daring. Beberapa layanan
yang tersedia antara lain pengajuan Surat
Keterangan Umum, Surat Keterangan
Domisili, Surat Pengantar SKCK (Surat
Keterangan  Catatan  Kriminal), serta
pengajuan E-KTP (Kartu Tanda Penduduk
Elektronik) dan KK (Kartu Keluarga).
Selain itu, tersedia pula layanan pengajuan
Surat Keterangan Tidak Mampu Bayar,
Surat Izin Keramaian, dan Surat Keterangan
Berusaha. Dengan layanan tersebut,
masyarakat dapat mengajukan permohonan
administrasi dari mana saja tanpa harus
datang langsung ke kantor kelurahan,
sechingga prosesnya menjadi lebih efisien
dan cepat.

Selain  meningkatkan  efisiensi
pelayanan publik, aplikasi Smart Kampung
juga berperan penting dalam pemberdayaan
ekonomi  masyarakat setempat. Akses
informasi program pemberdayaan ekonomi
yang lebih mudah dan cepat, seperti
pelatihan keterampilan, program bantuan
usaha, dan kesempatan kerja, membuka
peluang baru bagi masyarakat desa untuk
meningkatkan kesejahteraannya. Informasi
yang sebelumnya sulit diakses kini dapat
diakses langsung melalui aplikasi, sechingga
masyarakat dapat memanfaatkan setiap
peluang untuk meningkatkan  kondisi
ekonominya. Misalnya, petani dapat
mengetahui harga pasaran terkini hasil

panennya. Sebaliknya, pelaku usaha kecil
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dapat memperoleh informasi mengenai
program bantuan pemerintah yang dapat
membantu usahanya  tumbuh  dan

berkembang.

Gambar 3. Daftar Harga Pasar Hasil
Panen pada Aplikasi Smart Kampung
Aplikasi Smart Kampung
menyediakan fitur daftar harga pasaran
hasil  panen, sehingga ~memudahkan
masyarakat memantau harga kebutuhan
pokok secara real time. Daftar ini berisi
berbagai bahan pangan, seperti beras
medium dan premium, minyak goreng,
daging sapi, daging ayam, telur, dan susu,
dengan harga per kilogram atau liter yang
terperinci. Fitur ini membantu masyarakat
mengetahui fluktuasi harga pasaran secara
cepat dan akurat untuk mengambil
keputusan ekonomi yang lebih bijak.

Hal ini sangat memudahkan
masyarakat, khususnya yang kurang
mengenal teknologi, untuk mendapatkan
informasi yang dibutuhkan secara cepat dan
efisien. Dengan demikian, aplikasi ini tidak
hanya berfungsi sebagai  perangkat
administratif, tetapi juga sebagai sumber
informasi yang dapat diandalkan bagi
masyarakat pedesaan, membantu mereka
mengambil keputusan yang lebih baik
dalam kehidupan sehari-hari. Pemanfaatan
teknologi  melalui aplikasi  ini juga

membantu masyarakat pedesaan untuk lebih
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mengenal  teknologi  digital,  yang
merupakan langkah penting menuju
digitalisasi pedesaan. Penggunaan aplikasi
secara rutin memperkenalkan masyarakat
pada berbagai aspek teknologi informasi
dan komunikasi, yang dapat diterapkan
dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan
ekonomi. Misalnya, siswa dapat mengakses
materi pembelajaran daring, petani dapat
memperoleh informasi cuaca atau teknik
pertanian terkini, dan seluruh penduduk
dapat terhubung dengan layanan kesehatan

digital.

e @ L7 &

@ a "

Gambar 4. Layanan Kesehatan Aplikasi
Smart Kampung

Aplikasi ini juga
menyediakan fitur Informasi Publik yang
lengkap untuk memudahkan masyarakat
mengakses berbagai layanan dan data vital.
Beberapa fitur yang tersedia antara lain
situs  web informasi resmi COVID-19
Kabupaten Banyuwangi, Dapodik yang
memuat data dasar pendidikan dasar dan
menengah, serta PPID yang memberikan
layanan  pengelolaan  informasi  dan
dokumentasi. Selain itu, terdapat fitur
PPDB untuk penerimaan peserta didik baru,
IDIH untuk akses jejaring dokumentasi
legal, layanan perpustakaan digital via
EBOOK, dan laporan progres penyampaian
PBG/SLF.
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Fitur-fitur tersebut bertujuan untuk
meningkatkan transparansi dan
memudahkan masyarakat dalam
memperoleh informasi publik secara digital.
Selain itu, program Smart Kampung juga
mendorong peningkatan kapasitas aparatur
desa melalui pelatihan dan pengembangan
keterampilan dalam memanfaatkan
teknologi. Hal ini meningkatkan
profesionalisme dan efektivitas kinerja
aparatur desa serta memastikan mereka
dapat melayani masyarakat dengan lebih
baik dan efisien, sehingga mendukung
keberlanjutan dan keberhasilan program ini
dalam jangka panjang.
Faktor Penghambat

Faktor penghambat utama dalam
penerapan aplikasi Smart Kampung adalah
perlunya pemutakhiran dan kelengkapan
informasi yang tersedia. Informasi yang
tidak dimutakhirkan secara berkala akan
mengurangi keakuratan dan keandalan data
yang diakses oleh masyarakat. Hal ini
menyebabkan masyarakat mendapatkan
informasi yang tidak benar atau ketinggalan
zaman, schingga menghambat pengambilan
keputusan sehari-hari. Selain itu, penataan
menu layanan yang kurang efektif menjadi
kendala yang cukup berarti dalam
penggunaan aplikasi ini. Menu layanan
yang kurang user friendly membuat
pengguna  kesulitan  untuk  mencari
informasi yang dibutuhkan dengan cepat
dan mudah. Desain antarmuka yang kurang
intuitif memperparah permasalahan ini,

sehingga penggunaan aplikasi menjadi

tidak optimal dan mengurangi kepuasan
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pengguna. Penataan ulang menu layanan
dengan kategori yang jelas dan mudah
dipahami  serta perbaikan antarmuka
pengguna dapat membantu mengatasi
permasalahan tersebut dan meningkatkan

pengalaman pengguna secara keseluruhan.

Banyuwangi Smartkampung

w e

Gambar 5. Ulasan Aplikasi Smart

Kampung

Dalam  ulasan  Aplikasi  Smart
Kampung, pengguna menyoroti beberapa
kekurangan yang signifikan, terutama
terkait dengan kurangnya pemeliharaan
fitur-fitur aplikasi. Pengguna menyatakan
bahwa ada menu-menu yang perlu
diperbarui secara berkala atau bahkan perlu
dipelihara sama sekali. Selain itu, versi
aplikasi tersebut disebut sudah ketinggalan
zaman, yang  mengurangi  kualitas
pengalaman pengguna secara keseluruhan.
Kritik-kritik ini menggaris-bawahi perlunya
pembaruan perangkat lunak dan
peningkatan  pemeliharaan fitur untuk
meningkatkan kepuasan dan efektivitas
penggunaan aplikasi di masa mendatang.

Integrasi data kependudukan yang
tidak sempurna juga menghambat efisiensi
layanan. Data kependudukan yang tidak
sepenuhnya terintegrasi dengan aplikasi
atau layanan lain menyebabkan duplikasi
upaya dan ketidakkonsistenan data di
seluruh platform. Akibatnya, proses layanan

menjadi lambat dan tidak efisien, sehingga
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menghambat tujuan utama aplikasi Smart

Kampung  yaitu, mempercepat  dan
menyederhanakan layanan publik. Investasi
dalam sistem integrasi data yang aman dan
andal sangat penting untuk memastikan
bahwa semua data kependudukan dikelola
secara terpusat dan dapat diakses oleh
berbagai aplikasi dan layanan terkait.

Proses registrasi dan login yang
rumit merupakan kendala lain yang perlu
dipertimbangkan. Banyak pengguna yang
kesulitan  membuat akun baru  atau
mengakses akun lama karena sistem kurang
responsif atau sering mengalami kendala
teknis. Proses registrasi yang rumit
memberatkan pengguna, terutama mereka
yang perlu lebih mengenal teknologi.
Penyederhanaan  proses ini, misalnya
dengan menggunakan teknologi Single
Sign-On  (S8SO) atau integrasi dengan
platform identifikasi yang dikenal luas,
dapat  memudahkan  pengguna  dan

meningkatkan aksesibilitas aplikasi.
Dukungan teknis yang memadai juga harus
diberikan untuk membantu pengguna yang
mengalami kendala.

Faktor lain yang menghambat
pelaksanaan program ini adalah belum
meratanya pelaksanaan program Smart
Kampung di semua desa. Baru sepuluh desa
di lima (5) kecamatan yang telah
melaksanakan program dan aplikasi Smart
Kampung. Desa-desa lainnya  masih
menggunakan cara konvensional dalam
pelayanan publik yang cenderung lambat

dan kurang efisien. Perluasan jangkauan

program ini ke lebih banyak desa penting
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dilakukan ~ untuk memastikan  semua
masyarakat di Kabupaten Banyuwangi
dapat merasakan manfaat dari inovasi ini.
Pemerintah daerah harus mengalokasikan
sumber daya yang memadai untuk
mengembangkan  infrastruktur teknologi
informasi di desa-desa yang kurang
terlayani dan memberikan pelatihan serta
dukungan yang diperlukan bagi staf desa.
Implikasi Layanan Smart Kampung
Inovasi digital melalui aplikasi
Smart Kampung di Kabupaten Banyuwangi
menunjukkan temuan kunci yang signifikan
dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas
layanan desa. Dengan memungkinkan akses
yang lebih cepat dan efisien ke berbagai
layanan  publik, aplikasi ini telah
mengurangi waktu tunggu dan antrean
masyarakat yang sebelumnya memakan
waktu lama. Peningkatan akses informasi
terkait pemberdayaan ekonomi, seperti
pelatihan keterampilan dan kesempatan
kerja, juga berdampak positif pada
kesejahteraan masyarakat desa. Penggunaan
teknologi  di  pedesaan  membantu
masyarakat menjadi lebih akrab dengan
teknologi digital, sebuah langkah penting
menuju digitalisasi pedesaan. Selain itu,
aplikasi ini meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas dengan menerbitkan informasi
penting secara daring dan meningkatkan
kapasitas aparatur desa melalui pelatihan
dan  peningkatan  kapasitas. Namun,
beberapa kelemahan perlu diatasi untuk
memaksimalkan  potensi  inovasi  ini.
Aplikasi ini sering kali perlu diperbarui

secara  berkala, yang  menyebabkan
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masyarakat mendapatkan informasi yang

salah atau ketinggalan zaman. Menu
layanan dapat lebih ramah pengguna,
sehingga menyulitkan pengguna untuk
menemukan  informasi yang  mereka
butuhkan, dan integrasi data kependudukan
yang tidak sempurna mengakibatkan
duplikasi upaya dan konsistensi data. Proses
registrasi dan login yang rumit serta
kurangnya panduan pengguna membebani
pengguna, terutama yang kurang akrab
dengan teknologi. Pelaksanaan program
yang belum merata juga menyebabkan
ketidakadilan dalam akses dan manfaat
yang diperoleh masyarakat desa yang belum
terjangkau oleh program ini.

Terdapat pula kendala struktural,
seperti belum adanya peraturan perundang-
undangan yang rinci, kualitas sumber daya
manusia yang masih perlu ditingkatkan,
serta sistem yang perlu ditingkatkan.
Masalah jaringan internet yang belum stabil
juga menjadi kendala dalam akses dan
penggunaan  aplikasi  yang memadai.
Namun, masyarakat merespon positif
inovasi ini karena adanya peningkatan
transparansi, akuntabilitas, dan kapasitas
aparat desa yang memberikan layanan yang
lebih baik dan efisien. Ke depannya, dengan
mengatasi  kelemahan tersebut melalui
pemutakhiran data, perbaikan sistem, serta
perluasan jangkauan program, diharapkan
inovasi Smart Kampung dapat memberikan
manfaat  yang lebih merata  dan
meningkatkan kualitas hidup masyarakat
desa di Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan hasil evaluasi aplikasi
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Smart Kampung, beberapa rekomendasi
penting harus segera dilaksanakan untuk
mengatasi kelemahan yang ditemukan dan
meningkatkan efektivitas serta penerimaan
aplikasi ini oleh masyarakat. Salah satu
kelemahan utama adalah belum adanya
pemutakhiran data secara berkala, yang
menyebabkan informasi yang diberikan
dalam aplikasi menjadi usang dan tidak
akurat. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah
daerah  perlu membuat  mekanisme
pemutakhiran data secara berkala, seperti
pemutakhiran data harga sembako setiap
hari, pemutakhiran  data  kesehatan,
pendidikan, dan hukum setiap minggu atau
setiap bulan. Dengan demikian, informasi
yang tersedia selalu mutakhir dan dapat

diandalkan oleh pengguna aplikasi.

5.PENUTUP

Program Smart Kampung di Desa
Ketapang, Kabupaten Banyuwangi telah
memberikan dampak yang cukup besar
terhadap efisiensi dan kualitas pelayanan
publik masyarakat. Program ini
memungkinkan masyarakat untuk
mengakses layanan administrasi
kependudukan dan informasi pemerintahan,
schingga dapat memangkas birokrasi dan
meningkatkan  aksesibilitas. Hal  ini
menggambarkan potensi teknologi digital
dalam meningkatkan pelayanan publik di
daerah. Selain itu, aplikasi Smart Kampung
juga turut memberdayakan perekonomian
daerah.

Masyarakat desa dapat memperoleh

informasi dan akses terhadap berbagai
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program pemberdayaan ekonomi, seperti

pelatihan keterampilan dan pendampingan
usaha. Hal ini dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan mendorong
pertumbuhan UMKM di daerah tersebut.
Pemberdayaan masyarakat ini  sangat
penting dalam menciptakan kemandirian
ekonomi di  tingkat desa. Namun,
pelaksanaan program ini masih menemui
kendala. Kendala teknis dan rendahnya
literasi digital di masyarakat masih menjadi
kendala utama. Oleh karena itu, pemerintah
daerah harus berupaya lebih keras untuk
mengatasi  kendala  tersebut, seperti

memberikan pelatihan literasi digital dan

meningkatkan  infrastruktur  teknologi
informasi.
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